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Abstrak

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Melalui
Program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2018-2019 bertujuan
untuk melihat dan menganalisis kualitas program PATEN yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Tembalang Kota Semarang pada tahun 2018-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah mix
method, analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan melalukan reduksi
data, mengolah data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan analisis
data kuantitatif dengan memberikan penilaian menggunakan Skala Likert. Penelitian ini
menggunakan dua indikator, yaitu indikator kualitas pelayanan publik yang meliputi bukti fisik,
handal, daya tanggap, jaminan, dan empati; indikator Program PATEN yang meliputi pelayanan
yang cepat dan terukur. Adapun nilai rata-rata indeks yang diperoleh dari setiap indikator
sebagai berikut: indikator kualitas pelayanan publik memperoleh nilai 3,63 dengan kategori Baik
dan indikator Program PATEN 3,29 dengan kategori Cukup Baik. Hasil penelitian menunjukan
kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tembalang Kota Semarang melalui Program PATEN
Tahun 2018-2019 memperoleh nilai 3,57 termasuk dalam kategori Baik.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Program PATEN, Kecamatan Tembalang.
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A. PENDAHULUAN

Setiap  instansi  pemerintahan
maupun instansi swasta pasti memiliki
tujuan untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan
yang baik sangat penting bagi masing-
masing instansi yang bergerak di bidang
pelayanan. Hal tersebut perlu dilakukan
agar masyarakat sebagai  penerima
pelayanan merasa puas terhadap pelayanan
yang diterima dan instansi selaku pemberi
pelayanan merasa puas terhadap pelayanan
yang diberikan. Tugas utama yang dimiliki
oleh setiap instansi pemerintahan vyaitu
menyelenggarakan pelayanan publik atau
memberikan pelayanan agar kesejahteraan
rakyat terwujud. Pelayanan publik tidak
hanya berfokus pada sarana dan prasana
melainkan unsur manusia tidak kalah
pentingnya dalam memberikan pelayanan.
Tuntutan dalam pelaksanaan pelayanan
publik tidak hanya menyangkut kuantitas
masyarakat yang menerima pelayanan
namun kualitas pelayanan yang diberikan
oleh instansi pemerintahan yang lebih

penting.

Pengertian  pelayanan  publik
menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun
2004 ialah seluruh kegiatan pelayanan
yang diselenggarakan oleh pelaksana
pelayanan publik sebagai bentuk upaya

pemenuhan kebutuhan penerima layanan,

maupun dalam rangka pelaksana ketentuan
peraturan perundang-undangan. Peraturan
Daerah Kota Semarang No.11 Tahun 2016
mengenai  penyelanggaraan  pelayanan
publik terdapat 3 jenis pelayanan publik
sebagai berikut: (1) pelayanan barang
publik, (2) pelayanan jasa publik dan (3)
pelayanan administratif. Undang-Undang
No0.25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan
Publik mendefinisikan pelayanan publik
sebagai  berikut:  Pelayanan  publik
merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Pelayanan publik merupakan

segala  kegiatan  untuk  memenuhi
kebutuhan dasar sesuai hak hak dasar yang
dimiliki setiap warga negara dan penduduk
atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi  yang  disediakan  oleh
penyelenggara pelayanan yang terkait

dengan kepentingan publik.

Masyarakat dalam sektor
pelayanan publik pada instansi
pemerintahan harus mendapatkan

pelayanan yang memuaskan karena
masyarakat merupakan warga negara yang
memiliki hak atas pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah. Untuk



meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah, Kementrian Dalam
Negeri membuat kebijakan terkait
pelayanan publik yakni Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) merupakan penyelenggaraan
pelayanan publik di kecamatan yang
diawali dari tahap permohonan sampai ke
tahap terbitnya dokumen dalam satu
tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi
pelayanan bidang perizinan dan pelayanan
bidang non perizinan. Maksud dari
penyelenggaraan PATEN ialah untuk
mewujudkan kecamatan sebagai pusat
pelayanan masyarakat dan sebagai simpul
pelayanan bagi kantor atau badan
pelayanan terpadu di tingkat
kabupaten/kota. Tujuan dari PATEN
adalah untuk meningkatkan kualitas dan
mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Pemerintahan  Kota  Semarang
sendiri sudah mengesahkan peraturan
untuk  memberikan  pedoman  atas
pendelegasian kewenangan berdasarkan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 19
Tahun 2012 mengenai Perubahan atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 34
Tahun 2009 terkait pendelegasian dari

beberapa wewenang Pemerintahan yang

menjadi wewenang walikota kepada camat
Kota Semarang. Untuk kelengkapan syarat
administratif diatur di dalam Peraturan
Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012
terkait Standar Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan atau PATEN di Kota
Semarang.  Alokasi  keuangan  untuk
penyediaan sarana dan prasarana berasal
dari APBD Kota Semarang untuk
kelengkapan fasilitas yang memadai guna

pelaksanaan Program PATEN.

Menurut data rincian
perkembangan penerapan

PATEN yang dikeluarkan oleh Direktorat

pedoman

Jendral Bina Administrasi Kewilayahan
Kementrian Dalam Negeri pelaksanaan
PATEN di Provinsi Jawa Tengah dari 6
kota seluruhnya sudah  menerapkan
PATEN. Seperti Kota Magelang, Kota
Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang,
Kota Pekalongan serta Kota Tegal dan dari
29  kabupaten  seluruhnya  sudah
PATEN,

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,

menerapkan diantaranya

Kabupaten  Purbalingga, Kabupaten
Banjarnegara, = Kabupaten  Kebumen,
Kabupaten Purworejo, Kabupaten
Wonosobo, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten

Wonogiri, Kabupaten  Karanganyar,
Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan,

Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang,



Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak,

Kabupaten Semarang, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Batang, Kabupaten
Pekalongan, Kabupaten Pemalang,

Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan PATEN di Kecamatan
Tembalang Kota Semarang terdapat
kekurangan pada jumlah SDM yang masih
sedikit sehingga mengakibatkan
kekosongan jabatan. Hal ini
mempengaruhi kualitas pelayanan publik
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang
melalui Program PATEN Tahun 2018-
2019. Diharapkan dengan adanya

pelimpahan wewenang, pemerintah daerah
B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan
untuk meneliti analisis kualitas Pelayanan
Publik melalui Program Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) tahun 2018-2019 adalah dengan
jenis  penelitian ~ campuran  (mixed
methodology). Mix Method dipilih karena
memiliki kebebasan dalam menggunakan
semua alat pengumpul data menurut jenis
data yang digunakan. Menurut Sarwono
(2011) Penelitian campuran merupakan
pendekatan yang memadukan penjaringan
dan analisis data kualitatif dan data

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) data

bisa lebih meningkatkan sumber
daya dan daya tanggap pemerintah serta
dapat membawa pemerintah daerah lebih
dekat dengan masyarakat. Kecamatan
Tembalang Kota Semarang adalah salah
satu bentuk dari otonomi daerah.
Kecamatan Tembalang Kota Semarang
diharapkan mampu memberikan pelayanan
publik yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas
menjadikan  peneliti  tertarik  untuk
melakukan  penelitian  dengan  judul
“Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Melalui Program PATEN (Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan)
Tahun 2018-2019”.
kuantitatif dikumpulkan kemudian

mengumpulkan data kualitatif —untuk
memperbanyak sumber informasi. Dengan
demikian dapat diksimpulkan bahwa mix
methods digunakan untuk menggabungkan
data kuantitatif dan kualitatif untuk
memperoleh hasil analisis secara lebih

lengkap.

Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis data kuantitatif
dengan melalukan reduksi data, mengolah
data penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Kemudian melakukan analisis

data kuantitatif dengan memberikan



penilaian menggunakan Skala Likert.
Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, dokumentasi dan
kuesioner. Setiap jawaban dari responden
diberi nilai menggunakan Skala Likert
sebagai berikut:

1. Jawaban sangat setuju diberi nilai 5.
C. KERANGKA TEORI
1. Kualitas Pelayanan Publik

Lewis dan Booms dalam Anwar
(2015) menyatakan bahwa kualitas
pelayanan merupakan pengukuran
sejuahmana derajat penyampaian layanan
mampu menyesuaikan dengan harapan
pengguna layanan. Lebih lanjut diuraikan
bahwa menyediakan layanan yang
berkualitas berarti menyesuaiakan
terhadap harapan pengguna layanan
berdasarkan landasan kerja yang konsisten.
Pernyataan ini  mempertegas bahwa
harapan pelanggan dan pelayanan yang
diterima dipertemukan dalam pembahasan
kualitas pelayanan. Oleh karenanya,
dibutuhkan standar yang konsisten untuk

menilai sebuah pelayanan.

Menurut Parasuraman dan
Leonardo L. Berry dalam Rinaldi (2012:4)
menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi
umum yang digunakan sebagai penilaian

terhadap mutu pelayanan, yaitu:

a. Handal ( Realibility )

2. Jawaban setuju diberi nilai 4.
3. Jawaban cukup setuju diberi nilai 3.
4. Jawaban tidak setuju diberi nilai 2.

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi

nilai 1.

Handal merupakan kemampuan
untuk dapat memberikan jasa yang
dijanjikan dan akurat dengan

memberikan pelayanan yang sesuai

dengan  keinginan  konsumen
seperti halnya memberikan
pelayanan yang tidak
mendiskriminasi masyarakat,

memberikan pelayanan yang tepat
waktu dan memberikan pelayanan
secara optimal.

b. Daya Tanggap ( Responsiveness )
Daya tanggap merupakan suatu
kebijakan yang digunakan untuk
membantu masyarakat dan

memberikan pelayanan yang cepat

dengan tidak membiarkan
pelanggan menunggu tanpa ada
alasan yang jelas. Apabila dalam
memberikan  pelayanan terjadi
kesalahan segera menindaklanjuti
kejadian tersebut secara
profesional.

c. Jaminan ( Assurance )



Jaminan merupakan kemampuan
seorang karyawan ataupun suatu
instansi dalam menjamin rahasia
masyarakat.

d. Empati ( Empathy )
Empati yang artinya memberi
perhatian, dalam hal ini berupa
perhatian perseorangan kepada
masyarakat. Seperti halnya
melakukan pendekatan kepada
pelanggan sehingga muncul rasa
aman dan kecakapan untuk
memahami keinginan dari
pelanggan.

e. Bukti Fisik ( Tangible)
Bukti Fisik merupakan fasilitas
secara fisik seperti peralatan,
personil dan alat-alat komunikasi
sebagai bukti keseriusan dalam
memberikan pelayanan serta

perhatian oleh suatu instansi.

2. Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

Pelayanan Administrasi Terpadu
(PATEN)
pelayanan publik yang diselenggarakan di

Kecamatan merupakan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini
penelitian tentang analisis kualitas

memaparkan  hasil
pelayanan publik di Kecamatan
Tembalang Kota Semarang melalui
Program PATEN (Pelayanan Administrasi

kecamatan. Terdapat proses yang
pengelolaannya  diawali  dari  tahap
permohonan hingga ke tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan di satu tempat
atau cukup melalui satu loket pelayanan.
Sehingga apabila  masyarakat ingin
mengurus keperluan administrasi di kantor
kecamatan, masyarakat hanya
menyerahkan dokumen ke petugas loket
pelayanan tanpa harus bertemu kepala

seksi, sekretaris kecamatan serta camat.

Program Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan diselenggarakan guna
mewujudkan kecamatan menjadi pusat
pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan
hal tersebut, maka harus memenuhi
persyaratan seperti melakukan pelimpahan
wewenang dari bupati/walikota kepada
camat. Tujuan dari diselenggarakannya
Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dan lebih mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat
dapat menerima pelayanan yang lebih cepat
dan terukur dengan jelas  melalui

terselenggaranya Program PATEN.

Terpadu Kecamatan) Tahun 2018-2019.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis
kuantitatif dan analisis kualitatif, analisis
kuantitatif dilakukan dengan menggunakan
SPSS Statistik (versi 16). Peneliti



memperoleh data kuantitatif dengan cara
membagikan 100 kuesioner kepada 100
masyarakat ~ Kecamatan = Tembalang,
sedangkan data kualitatif  diperoleh
melalui wawancara yang dilakukan
dengan Bapak Kusrin SE. selaku Camat,
Bapak Drs.A. Edy Maksudi selaku Kepala
Seksi Pelayanan Publik, Bapak Eko Pujo
Hariyadi, S.IP selaku Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian serta wawancara
dengan masyarakat K ecamatan
Tembalang Kota Semarang selaku
penerima layanan publik melalui Program
PATEN. Masyarakat yang terpilih untuk
mengisi  kuesioner dianggap sebagai
responden yang mewakili masyarakat
Tembalang dari seluruh populasi yang ada.
Berdasarkan data yang diperoleh di
lapangan terdapat tiga karakteristik
responden yang dicantumkan dalam
pembahasan penelitian ini, diantaranya
adalah  Jenis Kelamin, Umur dan
Pekerjaan.  Berikut ini  merupakan
gambaran karakteristik data responden

dalam penelitian ini:

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

m Laki-laki
= Perempuan

Diagram 3.1 Sumber: Data Kuesioner Diolah

Dari 100 responden yang diambil
dalam penelitian ini, jumlah responden
berjenis perempuan lebih mendominasi
dari pada responden berjenis kelamin laki-
laki. Jumlah responden berjenis kelamin
perempuan sebanyak 54 dengan presentase
54%, sedangkan responden berjenis
kelamin laki-laki berjumlah 46 dengan
presentase 46%.

2. Umur

Umur

309% = 17-29tahun

m 30-40tahun
0p ™ >40tahun

Diagram3.2. Data Kuesioner Diolah

Dari 100 responden yang diambil
dalam penelitian ini, jumlah responden
paling banyak berumur >40 tahun dengan
jumlah sebanyak 53 dengan presentase
53% dan jumlah responden paling sedikit
berumur 30-40 tahun dengan jumlah
sebanyak 17 dengan presentase 17%.

3. Pekerjaan

Pekerjaan
= PNS

= Mahasiswa/P
elajar
Pegawai
Swasta

= Wiraswasta

16% ® [ ain-lain

Diagram3.3. Data Kuesioner Diolah



Pekerjaan dengan kategori lain-lain
mempunyai nilai presentase yang paling
tinggi diantara presentase pekerjaan yang
lainnya, dikarenakan pekerjaan kategori
lain-lain  merupakan  gabungan  dari
berbagai pekerjaan yang diambil sampel

secara acak.

DESKRIPSI
PENELITIAN

HASIL DATA

1. Kualitas Pelayanan

Publik
a. Bukti Fisik
Tabel 1.1
Bukti Fisik
No| Alternatif Frekuensi jawaban
Jawaban [ 2 3 4
1 | Sangat 2 2 0 1
Tidak
Setuju
2 | Tidak 17 | 11 13 5
Setuju
3 | Cukup 19 | 22 37 | 17
Setuju
4 | Setuju 52 | 56 33 | 57
5 [ Sangat 10 9 17 20
Setuju
Total 100 [ 100 | 100 | 100

Sumber: Kuesioner Pertanyaan Nomor 1-4

Hal tersebut menandakan penilaian
masyarakat terhadap prasarana yang
tersedia di kecamatan sudah baik karena
lengkapnya fasilitas yang tersedia
sehingga masyarakat merasa nyaman saat
menunggu giliran untuk mengurus proses
administrasi. Kecamatan Tembalang dalam
memberikan pelayanan publik melalui
PATEN sesuai

penyelenggaraan PATEN yang tercantum

dengan prinsip

di dalam Peraturan Walikota Semarang
Nomor 43 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kota Semarang
pada Pasal 5 yaitu produk PATEN dapat
memberikan rasa aman dan nyaman dan
kepastian hukum. Kecamatan dalam
PATEN harus

memenuhi syarat teknis yang tercantum di

menyelenggarakan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan pada Pasal 5. Persyaratan
teknis yang dimaksud adalah tersedianya
sarana prasarana dan pelaksana teknis
yang meliputi loket/meja pendaftaran,
tempat pemrosesan  berkas, tempat
pembayaran, tempat penyerahan dokumen,
tempat pengolahan data dan informasi,
tempat penanganan pengaduan, tempat
piket, ruang tunggu, perangkat pendukung
lainnya, petugas informasi, petugas loket
atau penerima berkas, petugas operator
komputer, petugas pemegang kas dan

petugas lain sesuai kebutuhan.

b. Handal
Tabel 1.2
Handal
No Alternatif F_rekut;an5|
Jawaban Jawaban
5 6 7
1 | Sangat Tidak 1 0 3
Setuju
2 | Tidak Setuju 5 5 12
Cukup Setuju 38 21 31




4 | Setuju 47 | 58 | 42

5 | Sangat Setuju 9 16 12

Total 100 | 100 | 100

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 5-7 Hal
tersebut menandakan penilaian
masyarakat yang berusai lebih dari 17 dan
mempunyai ktp elektronik merasa puas
dengan pembuatan ktp elektronik yang
sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan
yaitu 2-3 hari sehingga masyarakat tidak

perlu menunggu lama.

Kecamatan Tembalang dalam
memberikan informasi sesuai dengan
waktu yang tercantum di dalam Peraturan
Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota
Semarang. Kecamatan Tembalang dalam
PATEN juga

mempunyai prinsip yang tercantum dalam

menyelenggarakan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 43
Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Semarang yaitu
kejelasan dan kepastian terhadap pejabat
yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan dan
penyelesaian permasalahan
keluhan/persoalan/sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan; kejelasan dan

kepastian terhadap waktu pelayanan.

c. Daya Tanggap

Tabel 1.3
Daya Tanggap

No Frekuensi

Alternatif Jawaban Jawaban

8 9

1 | Sangat Tidak Setuju 3 0

2 | Tidak Setuju 10 4
3 | Cukup Setuju 26 36
4 | Setuju 42 49
5 | Sangat Setuju 19 11
Total 100 100

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 8-9

Kecamatan Tembalang dalam
menyelenggarakan PATEN menerapkan
prinsip yang tercantum pada Peraturan
Walikota Semarang Nomor 43 tahun 2012
tentang Standar Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota
Semarang Yyaitu prinsip keserdahanaan
dengan memberikan pelayanan yang tidak
berbelit-belit dan mudah dipahami serta
mudah dilaksanakan; kejelasan dan
kepastian pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam  memberikan
pelayanan dan penyelesaian permasalahan
keluhan/persoalan/sengketa dalam

pelaksanaan pelayanan.




d. Jaminan e. Empati
Tabel 1.4 Tabel 1.5
Jaminan Empati
. .. N
N | Alternatif | Frekuensi jawaban o | Alternatif | Frekuensi jawaban
0 | Jawaban
10 11 | 12 | 13 Jawaban [z 15 16
1 |Sangat 0 0 110 1 [ Sangat 5 1 1
Tidak Tidak
Setuju Setuju
2 |Tidak 9 | 5 |10 6 2 | Tidak 19 | 5 1
Setuju Setuju
3 [ Cukup 25 | 21 |21 |2 3 [ Cukup 25 | 21 | 19
Setuju Setuju
4 | Setuju 54 55 41 | 52 4 | Setuju 42 53 60
5 |Sangat 12 13 | 21 | 15 5 [ Sangat 9 20 16
Setuju Setuju
Total 100 | 100 | 100 | 100 Total 100 | 100 | 100

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 10-13

Hal tersebut menunjukan bahwa
penilaian masyarakat puas terhadap
pegawai di Kecamatan Tembalang mampu
memberi rasa aman pada pelanggan saat
memberikan pelayanan publik melalui

program PATEN.

Kecamatan Tembalang sebagai
PATEN
prinsip keamanan dan kenyamanan yaitu
produk PATEN dapat

memberikan rasa aman, nyaman dan

penyelenggara menerapkan

proses dan

kepastian hukum seperti yang tercantum
pada Peraturan Walikota Semarang Nomor
43 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan

Kecamatan

Administrasi Terpadu

(PATEN) di Kota Semarang.

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 14-16

Kecamatan Tembalang sebagai
PATEN

prinsip akurasi yang sesuai dengan

penyelenggara menerapkan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 43
tahun 2012 tentang Standar Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Semarang yaitu produk
pelayanan diterima dengan benar, tepat
dan sah. Persyaratan yang harus dibawa
oleh masyarakat harus sesuai dengan
lampiran yang tercantum juga pada
Peraturan Walikota Semarang Nomor 43
tahun 2012 tentang Standar Pelayanan

Kecamatan

Administrasi Terpadu

(PATEN) di Kota Semarang.



2. Program Paten

f. Cepat
Tabel 1.6
Cepat
Altern Frekuensi jawaban
atif
ol Jawab | 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2
an 71 8] 910 2 4
1 | Sangat 2( 0| 0] 7 1 O
Tidak
Setuju
2 | Tidak 2 2| 1| 6| 8| 4| 2| 5
Setuju 0
3 | Cukup 21 1| 2| 2| 3| 3| 1f 2
Setuju 91 6] 3| 0] 5] 6] 4| 4
4 | Setuju 41 5| 4| 9| 4| 4| 5| 5
5/ 5| 9 2| 2| 8] 2
5 | Sangat 21 2| 2| 4| 1f 1| 2| 1
Setuju 21 7| 7 2| 8] 5] 9
Total 1) 1] 1f 1f 1f 1| 1| 1
0Of 0Ol 0| 0] O] Of O O
0f 0] 0] 0] O] Of O] O
Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 17-24

Hal tersebut menunjukkan bahwa

penilain masyarakat terhadap adanya
PATEN di kecamatan mempermudah
proses  pelayanan  publik  sehingga

masyarakat tidak perlu berbelit-belit dalam
mengurus administrasi, dengan adanya
PATEN proses pelayanan publik tidak
yang
melalui

membutuhkan waktu lama.
publik PATEN

memudahkan dalam mengurus surat-surat

pelayanan

karena masyarakat cukup memberikan
dokumen ke petugas loket tanpa harus

bertemu dengan camat.

Kecamatan Tembalang dalam

menyelenggarakan PATEN menerapkan
prinsip-prinsip  yang
Peraturan Walikota Semarang Nomor 43

diatur didalam

tahun 2012 tentang Standar Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Semarang sebagai
berikut:

a. Kesederhanaan, prosedur
pelayanan yang diberikan tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan
mudah dilaksanakan,

b. Kejelasan dan kepastian terhadap:
1.  Persyaratan teknis dan
administratif pelayanan,

2. Pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawabdalam

memberikanpelayanandan

penyelesaian permasalahan
keluhan atau persoalan atau
sengketa dalam pelaksanaan
pelayanan,

3. Rincian biaya pelayanan dan tata

cara pembayaran,

4. Proses pelayanan,

5. waktu pelayanan

c. Akurasi, produk pelayanan diterima

dengan benar, tepat dan sah,

d. Kemanan dan kenyamanan, proses
dan produk PATEN memberikan rasa

aman, nyaman dan kepastian hukum.



Masyarakat juga berperan aktif
dalam penyelenggaraan PATEN seperti
yang diatur di dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Pasal 28, berupa ikut
serta dalam penyusunan standar layanan,
memberikan masukan dalam  proses
penyelenggaraan layanan dan memenuhi

semua persyaratan pada saat meminta

Tidak 4 2 8
Setuju

Total 1) 1 1 1f 1] 1] 1

0 o] Of 0] O Of O

0 o] Of 0] o Of O

layanan.
g. Terukur
Tabel 1.7
Terukur
Altern Frekuensi jawaban
N atif
2 2| 212 2| 3| 3
Jawab
an 5( 6| 718 9 0] 1
1 [ Sangat 1( 1) 711 0Of Of O
Setuju 4
2 | Setuju 11 5| 4[5 | 4| 1] 2
0 719 3
3| Cukup | 4] 4| 2(1| 4] 2| 1
Setuju | 4| 4| 7|8 | 7 5] O
4 | Tidak 41 3 1|7 | 4| 5| 4
Setuju 0 6| 8 2] 0] O
5| Sangat | 5 1| 1|2 | 7| 1| 4
E. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Kualitas pelayanan publik melalui
Program PATEN di Kecamatan

Tembalang Kota Semarang tahun 2018-
2019 masuk ke dalam kategori baik, dilihat

dari indikator-indikator dalam penelitian

Sumber: Kuesioner Pertanyaan No 25-31

Hal tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat ~ menganggap  pemerintah
berhasil menyelenggarakan pelayanan
publik melalui PATEN karena
memudahkan masyarakat dalam
menjalankan proses pelayanan. pelayanan
PATEN mampu

memberikan perubahan yang baik di

publik melalui
bidang  pelayanan  publik  sehingga
masyarakat tidak perlu lagi berbelit-belit

dalam menjalankan proses pelayanan.

Pelayanan publik melalui PATEN
memberikan perubahan yang baik di
bidang pelayanan publik, tidak
memperlambat proses pelayanan publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik melalui
PATEN di Kecamatan Tembalang sudah
berjalan dengan baik namun masih perlu

ditingkatkan lagi.

ini seperti: Indikator bukti fisik berupa
sarana prasana yang tersedia di kecamatan
sudah representatif namun diperlukan
perawatan agar tidak terjadi kerusakan
supaya tidak menghambat jalannya proses

pelayanan. Indikator Handal berupa




kemampuan staf kecamatan dalam
mengatasi permasalahan sudah baik tetapi
dalam jumlah sumber daya manusia harus
ditambah agar tidak terjadi kekosongan
jabatan. Indikator Daya Tanggap berupa
menyampaikan informasi waktu sudah
sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.
Indikator  Jaminan  berupa pegawai
kecamatan secara konsisten sudah bersikap
sopan dengan menerapkan Senyum Salam
Sapa kepada masyarakat yang mengurus
surat administrasi.  Indikator Empati
berupa pegawai sudah mengutamakan

kepentingan ~ masyarakat  diwujudkan
dengan apabila mendapat tamu tidak

meninggalkan masyarakat tetapi
menyelesaikan tanggungjawabnya terlebih
dahulu. Indikator cepat berupa
pelaksanaan  pelayanan  publik  di
kecamatan hanya membutuhkan waktu

paling lama 3 hari, proses administrasi
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